
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

Mengingat 	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan lembaran Negara Nomor 32630, sebagaimana 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 3985); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesiallomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 106 Tahun 2017); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil 
Negara Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 811); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5); 

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2)002); 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 	HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 
JAKARTA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. ' 



5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan 
ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi DKI ,Jakarta. 

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan 
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. 

7. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang membantu 
DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya. 

8. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang 
memimpin Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta yang disetujui bersama oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur 
yang ditetapkan dengan Perda. 

BAB II 

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA 
PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Kesatu 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Pasal 2 

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas 
penghasilan yang pajaknya dibebankan pada: 

a. APBD, meliputi: 

1. Uang Representasi; 
2. Tunjangan Keluarga; 
3. Tunjangan Beras; 
4. Uang Paket; 
5. Tunjangan Jabatan; 
6. Tunjangan alat kelengkapan; dan 
7. Tunjangan alat kelengkapan lain. 

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi: 

1. Tunjangan Komunikasi Intensif; 
2. Tunjangan Reses; dan 

(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 



Pasal 3 

(1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD. 

(2) Uang Representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok 
gubernur. 

(3) Uang Representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan 
puluh persen) dari Uang Representasi ketua DPRD. 

(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh 
lima persen) dari Uang Representasi ketua DPRD. 

Pasal 4 

(1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan 
tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 
angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang 
bersangkutan. 

Pasal 6 

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) 
dari Uang Representasi yang bersangkutan. 

Pasal 7 

(1) Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan tunjangan alat 
kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan 
musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan 
Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain. 

(2) Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan tunjangan alat 
kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan: 

a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); 


